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BAB V

PENUTUP

Semua yang telah saya uraikan di dalam bab~bab
yang terdahulu adalah merupakan hasil penelitian (studi)
dilingkungen Wilayah Daerah Tingkat II Bojonegoro (Kantor
Pemerintah Daerah Tingkat II Bojonegoro dan diwilayah dae-
rah Kecamatan Sugihwaras/Temayang ) dan di Kantor Dinas Pew
kerjaan Umum Propinsi Jawa Timur bidang Cipta Karya serta
di Eantor BAPPEDA dan Biro Pembangunan Tingkat I Jawa Ti-
pur Surabaya, dalam usaha saya mengumpulkan data-data re-
giomal untuk input dalam penyusunan skripsi ini, Maka pada
akhirnya saya berkesimpulan bahwa :

1. Dalam melaksanakan pembangunan di daesrah, khususnya da-
lam rangka persiapan rencana pelaksanaan pemekKaran wila-
yahnya telah benar-benar berpedoman pada peraturan per-

undangan yang berlaku.

2. Dalam undang-undang yang diberlakukan tersebut telah
diatur bagaimana cara-cara melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan teratur, yang berdaya guna
dan berhasil guna, yang sepenuhnya ditujukan kepada pe-

layanan kebutuhan masyarakat,

I!. Pelakaanian rencana pemekaran wilayah tersebut adalah
sebagal realisasi dari Pola Rencana Kota yang disesual-
kan dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan

dan membutuhkan koordinasi seluruh perangkat pelaksana-
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darl tingckat paling atas sampai paling bawah.

Usaha menyadarkan masyarakat terhadap masalah ling-
kungan hidupnya adalah merupakan faktor yang tidak
bisa begitu saja di abaikan oleh semua unsur yang ter-
libat di dalam pelaksanaan pemckaran wilayah tersebut,
Pengaruh fungsi struktur orguanisasi yan:; di dukung
oleh tertib administrasinya, amat menentuikan keberha-
silannya.

Belum adanya waster plan, tidak berarti allan tirbeng-
kelainya kogiatan pembangunan termasult di dalamnya
usaha pemekaran wilayah Kecamatan Sugihwaras / ['eman-
tren Temayang tersebut, oleh karena penyempurnaan ma~
terinya masih terus di lakukan yang di cesuailan
dengan kemajuan pembangunan regional maupun sektoral.
Dukungan perimbangan keuangan pada saat ini belum nme-
mungkinkan A,P.B.D. Tingkat II Bojone-0.'0 secara penuh
menunjang pelaksansan pemekaran, meskipun ;ada kenya-
taannya kegiatannya telah dilaksanakan sejak madio
tahun 1976.

Hambatan~hambatan yang wasih ada, weruraitan cuitu hal
yang harus di hadapi dan di tanjggulangi see ra ceica=
ma dan bertahap dulam penghapusannya, =en !'nnt i -
adaan masyarakat dao geo rafis daerahnya.

Adapun saran~-garan yan: perlu di sa.; {l.on, ke=-

munckinan junskauannya terlalu sempit alau biabian terlalu

sukar di terima oleh plhali Pemerintah Dacorah in hat 11
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Bojonagoro untuk dilaksanakan adalah merupakan suatu
beban yang harus dl atasl secara seksama.

Saran~saran yang di maksudkan, tidak saja terha-
dap usaha pengembangan atau pemekaran wilayah daerah,
namun meliputil setiap usaha pembangunan regionalnya.

Peningkatan partisipasil masyarakat dalam usahanya
untuk menerima, mencerna dan melaksanakan peraturan per-
undangan pemerintahan dan pembangunan sccara akurat, hen-
daknya di ciptakan suatu bentuk team ahli penerangan yang
menadal dalam arti kwantitas maupun kwalitasnya, mengua-
sal teknik-teknik pembangunan sesual dengan bidangnya,
sehingga arti the right man in the right plan akan murni
terwujud, selain instansi / jawatan penerangan yang telah
ada.

Selanjutnya perlu sekalil mendaya gunakan seluruh
potensi yang ada di dalam rangka penyebar luasan latar
bolakang pembangunan serta tujuannya, yaitu dapat di-
tempuh cara-cara :

1. Melalui media tradisional, berupa pagelaran kesenian
rakyat maupun pembentukan team-team safari, yang akan
di pergunakan sebaik-balknya sesual dengan bidang
yang di kuasainya.

2., Melalul media modern, berupa poers, radio, film dan
teve, yang lebih di tingkatkan mutu penyajiannya dan

dengan cara serta teknik yang mudah dimengerti.

3., Melalui media dakwah, tanpa tujuan-tujuan politis.
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Faktor lain yang perlu mendapatkan sorotan adalah
masik delum adanya pembatasan secara tegas atas penguasa-
%n atau pemilikkan tanah~tangh agraris oleh sekelompok
warga negara keturunan Cina berupa pendirian bangunan-ba-
ngunae gudang, oven-oven tembakau yang sebenarnya kurang
menguntungkan bahkan sangat merugikan kehidupan para peta-
ai pemilik tanah serta kehidupan masyarakat sekitaraya,
mpka untuk menanggulangl hal ini disarankan sebagai beri-
kut :

1. Pemberian penyuluhan aktif kepada petani pemilik tanah
khususnya, para buruh tani pada umumnya tentang kegu-
‘naan tata tanah bagi sumber kehidupan keluarganya.

2. Apabila memang karena situasi dan keadaan yang memaksa
mongingat kebutuhan para petani sendiri, maka hendaknya
pihak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah memberikan
idzip terbatas hanya pada penggunaan sementara atas ta-
nah tersebut dalam arti idzin bangunannya saja, dalam
batas waktu yang telah ditentukan tanpa menyimpang dari
dasar Ketentuan Pokok U,U, No. 5 tahun 1960.

Mengenal lalu lintas jalan darat yang merupakan
urat nadi perekonomian masyarakat perlu sekall diperhati-
kan cara pelakesanaannya. Pemasangan rambu-rambu jalan se-
harusnya diperhatikan cara penempatannya dan perlu diting-
katkan pengadaamnya mengingat usaha pelestarian pemakaiaa.
Pengintegrasian yang dinamis dalam menanggulangi keamanan

Jalan, antara petugas pengaman jalan dan pemakal jalan se-
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cara konsekwen mentaati peraturan perundangan yang ber-
laku,

Kemudian dalam hubungannya dengan pengelolaan ke- -
uangan daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan peme-
rintahan dan pembangunan di daerah, hendaknya cara/teknik
pemungutan pajak-pajak sebagai pos penerimaannya dilakukan
se-intensip mungkin dengan jalan memperbaiki cara/teknik
lama yang kurang menguntungkan. Peningkatan mutu pengawas
keuangan untuk menoegah adanya usaha penghindaran pajak
dan penyelewengan-penyelewengan oleh aparat pelaksana peme-
rintahan dan pembangunan. Pos-pos pengeluarannya agar di-
teliti sasarannya sepanjang memenuhl kebutuhan masyarakat
dengan jalan pemenuhan Panca Tertik, yaitu : tertib pro-
gram ; tertib anggaran ; tertib administrasi ; tertib pe-
laksanaan ; tertib pengendalian/pengawasan.

Akhirnya nertolak pangkal pada tugas, kewajiban,
eerta wewenang-wewenang semua perangkét yang terlibat di
dalam rencana pemekaran wilayah daerah tersebut dari ese-
lon yang paling atas sampai eselon yang paling bawah di-

perlukan adanya satu kata dan perbuatan.



